


Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian

penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan

salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan

Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008.

Sesuai Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 487/Kep.2941-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas

berupa layanan informasi langsung dan website, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana

layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.



1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanb Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

8. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 487/Kep.2941-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



MAKSUD TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Informasi Publik ini sebagai acuan mengenai
ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu pada Kecamatan Mandalajati dalam
penyediaan informasi melalui mekanisme
pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan
untuk :
• Mendorong terwujudnya implementasi Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif
dan hak-hak publik terhadap informasi yang
berkualitas dapat terpenuhi dengan baik.

• Memberikan standar bagi PPID Pembantu pada
Kecamatan Mandalajati dalam melaksanakan 
Pelayanan Informasi Publik.

• Meningkatkan pelayanan informasi publik di 
lingkungan Kecamatan Mandalajati











Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui

pembuatan laporan tahunan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik.

Petugas pelayanan informasi publik setiap tahun membuat laporan hasil

pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Komisi Informasi Provinsi.

Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah

dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan

informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam

memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang

telah diatur dalam peraturan perundang- undangan.







1. Website PPID Kecamatan Mandalajati https://multisite.bandung.go.id/kecamatan-mandalajati/ppid/

https://multisite.bandung.go.id/kecamatan-mandalajati/ppid/


2. Instagram Kecamatan Mandalajati Kecamatan Mandalajati (@mandalajati_unik) | Instagram

https://www.instagram.com/mandalajati_unik/


3. Facebook Kecamatan Mandalajati Facebook

https://www.facebook.com/KecamatanMandalajatiUnik


4. Twitter Kecamatan Mandalajati Kecamatan Mandalajati (@kec_mandalajati) / Twitter

https://twitter.com/kec_mandalajati


> Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
> Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
> Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi



PPID Pembantu Kecamatan Mandalajati
menyediakan informasi publik

Secara Gratis (tidak dipungut biaya)



HARI WAKTU
SENIN – KAMIS
ISTIRAHAT

08.00 – 16.30
12.00 – 13.00

JUM’AT
ISTIRAHAT

07.30 – 16.30
11.30 – 13.00



Proses penyelesaian untuk memenuhi
permintaan pemohon informasi publik
dilakukan setelah pemohon informasi publik
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

 Waktu penyelesaian dilaksanakan paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
menyampaikan pemberitahuan yang berisikan
informasi yang diminta berada dibawah
penguasaannya atau tidak. PPID pembantu
dapat memperpanjang waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja.








